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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 87 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  

PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  
BUPATI KENDAL, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui 

sistem reward and punishment dalam pelaksanaan 

pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada 
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan 

Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten 
Kendal tanggal 4 Nopember 2020 Perihal Konsep/Draft 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang 

sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga 

perlu diadakan perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal;  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

SALINAN 
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Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan  Provinsi Jawa Tengah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);  

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398);  

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494);  

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 

  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan 
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Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta);  

   10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079);  

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6402);  

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 

Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 157);  

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor  200); 

  22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 35);  

  
MEMUTUSKAN : 

  

  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 
2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KENDAL.  
  

 

Pasal I 
 

 

Diantara BAB IX dan BAB X Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 21) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2020 Nomor 35) disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB 
IXA yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 43A dan 

Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut : 

 
BAB IXA 

PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN 

Pasal 43A 
 

(1) Pembayaran TPP ASN dapat ditunda apabila : 

a. tidak melaporkan/menyampaikan dan/atau 

memutakhirkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) pada batas waktu 
yang ditentukan; 

b. tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada 
pejabat yang berwenang; 

c. tanpa hak menguasai barang milik daerah/aset 
Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau 

d. melalaikan kewajiban pembayaran kerugian 
Negara/Daerah. 

(2) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi 
ASN yang ditetapkan sebagai wajib lapor Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

(3) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi 
ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan 

dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya. 

(4) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi 
ASN yang tanpa hak masih menguasai barang milik 

daerah/aset Pemerintah/Pemerintah Daerah baik 

barang/aset bergerak maupun barang/aset tidak 

bergerak yang belum dikembalikan kepada 
Negara/Daerah. 

(5) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi 

ASN yang mempunyai kewajiban mengganti kerugian 
daerah yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan 
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). 

 

Pasal 43B 
 

(1) ASN yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1), maka pembayaran 
TPP ASN yang bersangkutan ditunda. 
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(2) TPP ASN yang dilakukan penundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kembali 

kepada yang bersangkutan setelah memenuhi 

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A 
ayat (1). 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 

Pada tanggal 10 Desember 2020 
 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 
 

Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 10 Desember 2020 
  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KENDAL,  
 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 87 


